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Dasar Hukum :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim 

Evaluasi dan Pengawasan APBD dan ABPD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Jombang No : 67 TAHUN 2021 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 

Jombang

Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 27 April 

2022 No.050/16278/023.1/2022 tentang Penyampaian Laporan 

Rutin Realisasi Keuangan dan Fisik Kabupaten/Kota;



Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Administrasi 
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Jombang.
• Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan

dalam menghimpun, menyiapkan data dan informasi dalam rangka

pengkoordinasian penyusunan dan penetapan kebijakan daerah,

mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan

pemerintahan pada aspek fisik sarana dan prasarana, perencanaan,

lingkungan, penelitian dan pengembangan, serta pelayanan informasi

teknis pelaksanaan APBD, program integrasi pembangunan, Standar

Satuan Harga, System Informasi Pembangunan Daerah, Pemantauan dan

Evaluasi Kebijakan Daerah



Untuk 
melaksanakan 
tugas pokok Bagian 
Administrasi 
Pembangunan 
mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah pada 

aspek fisik sarana dan prasarana, perencanaan, lingkungan, penelitian dan 

pengembangan; 

Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan 

kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan pada 

aspek fisik sarana dan prasarana, perencanaan, lingkungan, penelitian dan pengembangan; 

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan pada 

aspek fisik sarana dan prasarana, perencanaan, lingkungan, penelitian dan pengembangan administrasi 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan standar satuan harga pekerjaan 

konstruksi, standar biaya umum; 

Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah pada aspek fisik sarana dan 

prasarana, perencanaan, lingkungan, penelitian dan pengembangan; 

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah pada aspek fisik sarana dan prasarana, 

perencanaan, lingkungan, penelitian dan pengembangan, administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) program integrasi pembangunan;

Pelayanan informasi teknis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), program dan 

kegiatan, standar satuan harga pekerjaan konstruksi, standar biaya umum dan Sistem Informasi 

Pembangunan Daerah, E-Monev; dan 

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan 

dengan tugasnya.



Rencana Kerja 
dan Anggaran 
Tahun 2025

Mengampu 1 Program Perekonomian

dan Pembangunan dengan 1 Kegiatan

Pelaksanaan Administrasi Pembangunan,

dengan jumlah anggaran Rp.

450.292.750,- yang terdiri dari :

• Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program

Pembangunan dengan jumlah anggaran Rp.

210.610.250,-

• Sub kegiatan Pengendaliam dan Evaluasi

Pembangunan dengan jumlah anggaran Rp.

93.760.500,-

• Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Pembangunan dengan jumlah

anggaran Rp. 145.922.000,-












